
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE – 

KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 

2018 DI KABUPATEN BADUNG. 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 21/HK.03.1-

Kpt/5103/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE – KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG 

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang 

Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-

Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 

2018 di Kabupaten Badung. 

 

Dasar  Hukum Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Badung ini 

adalah  : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan 

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 

Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);  Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-

Kab/I/2018  diatur tentang : Membentuk dan Mengangkat Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung; Tugas dan 

Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU adalah : a. melakukan coklit dengan cara mendatangi 

Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau 

Rukun Warga (RW) atau sebutan lain; b. mencatat Pemilih yang telah 

memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan 

formulir A.A-KWK; c. mencoret Pemilih yang telah meninggal; d. mencoret 

Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; e. mencoret Pemilih yang 

telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional 

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. mencoret Pemilih 

yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin /menikah 

pada hari pemungutan suara; g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan 

tidak ada keberadaannya; h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa 

/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; i. mencoret Pemilih yang 

sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap; j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada 

kolom jenis disabilitas; dan k. mencoret Pemilih, yang   identitas kependudukan 

bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan; 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  keputusan ini 

dibebankan kepada  Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum  

Provinsi Bali; Keputusan ini berlaku pada bulan Februari tahun 2018. 

 

 

 



CATATAN :   -  Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal   

16 Januari 2018. 

-  Lampiran I : 3 Halaman; Lampiran II : 5 Halaman; Lampiran III : 6 Halaman; 

Lampiran IV: 4 Halaman; Lampiran V : 3 Halaman; Lampiran VI : 5 Halaman. 

   


